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WALI KOTA BONTANG 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BONTANG  

NOMOR 1 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BONTANG,  

Menimbang  : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 

2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2022, terdapat dana alokasi 

khusus fisik dan dana alokasi khusus nonfisik yang belum 

dialokasikan pada anggaran pendapatan dan belanja 

daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022;   

b.  bahwa untuk mengakomodir dana alokasi khusus yang 

belum dianggarkan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022;  

c.  bahwa terdapat penyesuaian rekening pada hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, semula 

dialokasikan pada pendapatan bunga pada lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah menjadi pendapatan 

deviden;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan 

SALINAN 
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Wali Kota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022;  

  
 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2.  Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, 

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota 

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3962);  

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286);   

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

6.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
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telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);  

7.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);  

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028);  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177);  

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523);  

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);  

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);  
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16.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224);  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323);  

19.  Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 260);  

20.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754);  

21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);  

22.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067);  
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23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1777);  

24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781);  

25.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);  

26.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);  
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27.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);  

28.  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 

2021 Nomor 4);  

29.  Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 31 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 

Bontang Tahun 2021 Nomor 31);  

  
  

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.  
 

  

Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2021 

Nomor 31), diubah sebagai berikut:  

    

  1.  Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 3 

   (1)  Anggaran pendapatan Daerah direncanakan sebesar 

Rp1.210.857.871.085,00 (satu triliun dua ratus sepuluh 

miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus 

tujuh puluh satu ribu delapan puluh lima rupiah), yang 

bersumber dari:  

      a.  pendapatan asli Daerah;  

      b.  pendapatan transfer; dan  

      c.  lain-lain pendapatan Daerah yang sah.  

    

  2.  Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 4 

   (1)  Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 

Rp197.867.895.753,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar 

delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan 

puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), yang 

terdiri atas:  

      a.  pajak Daerah;  

      b.  retribusi Daerah;  

      c.  hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan  

      d.  lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.  

   (2)  Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp108.446.368.921,00 (seratus 

delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus 

enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu 

rupiah).  

   (3)  Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp4.323.926.000,00 (empat miliar 

tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh 

enam ribu rupiah).  
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   (4)  Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp3.367.571.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam 

puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).  

   (5)  Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp81.730.029.832,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus 

tiga puluh juta dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga 

puluh dua rupiah).  

    

  3.  Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 7 

   Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp3.367.571.000,00 (tiga miliar tiga ratus 

enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 

untuk bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah 

atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.  

    

  4.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 8 

   (1)  Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah yang 

dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp81.730.029.832,00 (delapan 

puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta dua puluh 

sembilan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang 

terdiri atas:  

      a.  hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak 

dipisahkan;  

      b.  hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak 

dipisahkan;  
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      c.  jasa giro;  

      d.  pendapatan bunga;  

      e.  pendapatan denda pajak Daerah;  

      f.  pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;  

      g.  pendapatan dari pengembalian;  

      h.  pendapatan badan layanan umum Daerah; dan  

      i.  pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional 

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.  

   (2)  Anggaran hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak 

dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah).  

   (3)  Anggaran hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak 

dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp3.741.094.811,00 (tiga miliar tujuh 

ratus empat puluh satu juta sembilan puluh empat ribu 

delapan ratus sebelas rupiah).  

   (4)  Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima 

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).  

   (5)  Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

   (6)  Anggaran pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp315.684.845,00 (tiga ratus lima belas juta enam ratus 

delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima 

rupiah).  

   (7)  Anggaran pendapatan hasil eksekusi atas jaminan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan 

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
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   (8)  Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 

Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).  

   (9)  Anggaran pendapatan badan layanan umum Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan 

sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar 

rupiah).  

   (10)  Anggaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan 

nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan 

sebesar Rp8.073.250.176,00 (delapan miliar tujuh puluh tiga 

juta dua ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh enam 

rupiah).  

    

  5.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 9 

   (1)  Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b direncanakan sebesar Rp1.003.316.324.164,00 (satu 

triliun tiga miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua 

puluh empat ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang 

terdiri atas:  

      a.  pendapatan transfer pemerintah pusat; dan  

      b.  pendapatan transfer antar daerah.  

   (2)  Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp840.454.467.164,00 (delapan ratus empat puluh miliar 

empat ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh 

tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri 

atas:  

      a.  dana perimbangan; dan  

      b.  dana insentif Daerah.  



12 

 

   (3)  Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp162.861.857.000,00 (seratus enam puluh dua miliar 

delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima 

puluh tujuh ribu rupiah) dari pendapatan bagi hasil.  

    

  6.  Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

    

Pasal 10 

   (1)  Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar 

Rp824.248.861.164,00 (delapan ratus dua puluh empat 

miliar dua ratus empat puluh delapan juta delapan ratus 

enam puluh satu ribu seratus enam puluh empat rupiah), 

yang terdiri atas:  

      a.  dana transfer umum-dana bagi hasil direncanakan 

sebesar Rp521.500.575.000,00 (lima ratus dua puluh 

satu miliar lima ratus juta lima ratus tujuh puluh lima 

ribu rupiah);  

      b.  dana transfer umum-dana alokasi umum direncanakan 

sebesar Rp225.977.741.000,00 (dua ratus dua puluh lima 

miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus 

empat puluh satu ribu rupiah);  

      c.  dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik 

direncanakan sebesar Rp20.847.018.905,00 (dua puluh 

miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan 

belas ribu sembilan ratus lima rupiah); dan  

      d.  dana transfer khusus-dana alokasi khusus nonfisik 

direncanakan sebesar Rp 55.923.526.259,00 (lima puluh 

lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus 

dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh sembilan 

rupiah).  
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   (2)  Anggaran dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar 

Rp16.205.606.000,00 (enam belas miliar dua ratus lima juta 

enam ratus enam ribu rupiah).  

   (3)  Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (3) direncanakan sebesar 

Rp162.861.857.000,00 (seratus enam puluh dua miliar 

delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima 

puluh tujuh ribu rupiah).  

    

  7.  Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 12 

   (1)  Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

direncanakan sebesar Rp1.370.857.871.085,00 (satu triliun 

tiga ratus tujuh puluh miliar delapan ratus lima puluh tujuh 

juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan puluh lima 

rupiah), yang terdiri atas:  

      a.  belanja operasi;  

      b.  belanja modal;  

      c.  belanja tidak terduga; dan  

      d.  belanja transfer.  

    

  8.  Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 13 

   (1)  Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar 

Rp1.166.985.288.305,00 (satu triliun seratus enam puluh 

enam miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua 

ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah), 

yang terdiri atas:  
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      a.  belanja pegawai;  

      b.  belanja barang dan jasa;  

      c.  belanja bunga;  

      d.  belanja subsidi;  

      e.  belanja hibah; dan   

      f.  belanja bantuan sosial.  

   (2)  Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp570.094.506.766,00 (lima ratus 

tujuh puluh miliar sembilan puluh empat juta lima ratus 

enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).  

   (3)  Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp558.908.013.376,00 

(lima ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan 

juta tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).  

   (4)  Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

   (5)  Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

   (6)  Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp37.732.768.163,00 (tiga puluh 

tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus 

enam puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah).  

   (7)  Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus 

lima puluh juta rupiah).  

    

  9.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 14 

   (1)  Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp570.094.506.766,00 (lima ratus tujuh puluh miliar 

sembilan puluh empat juta lima ratus enam ribu tujuh ratus 

enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:  

      a.  belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;  

      b.  belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;  

      c.  tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan 

objektif lainnya aparatur sipil negara;  

      d.  belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah;  

      e.  belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;  

      f.  belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan  

      g.  belanja pegawai badan layanan umum Daerah.  

   (2)  Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp218.621.622.553,00 (dua ratus delapan belas 

miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus dua 

puluh dua ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).  

   (3)  Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp259.976.760.475,00 (dua ratus lima puluh 

sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh 

ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima 

rupiah).  

   (4)  Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.648.142.948,00 

(empat puluh delapan miliar enam ratus empat puluh 

delapan juta seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus 

empat puluh delapan rupiah).  
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   (5)  Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp18.308.581.604,00 (delapan belas miliar tiga ratus 

delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus 

empat rupiah).  

   (6)  Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp1.126.919.186,00 (satu miliar seratus dua puluh 

enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus 

delapan puluh enam rupiah).  

   (7)  Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat 

ratus delapan puluh ribu rupiah).  

   (8)  Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 

Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta 

rupiah).  

    

  10.  Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 15 

   (1)  Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp558.908.013.376,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar 

sembilan ratus delapan juta tiga belas ribu tiga ratus tujuh 

puluh enam rupiah), yang terdiri atas:  

      a.  belanja barang;  

      b.  belanja jasa;  

      c.  belanja pemeliharaan;  

      d.  belanja perjalanan dinas;  
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      e.  belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada 

pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;  

      f.  belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan  

      g.  belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.  

   (2)  Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.707.310.770,00 

(seratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus 

sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).  

   (3)  Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp310.754.277.675,00 (tiga 

ratus sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua 

ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh lima 

rupiah).  

   (4)  Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.489.044.268,00 

(dua puluh empat miliar empat ratus delapan puluh 

sembilan juta empat puluh empat ribu dua ratus enam 

puluh delapan rupiah).  

   (5)  Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp62.381.928.931,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus 

delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan 

ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).  

   (6)  Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan 

kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp15.062.205.000,00 (lima belas miliar enam puluh dua juta 

dua ratus lima ribu rupiah).  

   (7)  Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional 

sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp2.013.246.732,00 (dua miliar tiga 

belas juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga 

puluh dua rupiah).  
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   (8)  Anggaran belanja belanja barang dan jasa badan layanan 

umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,00 (tiga puluh 

miliar lima ratus juta rupiah).  

    

  11.  Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 18 

   (1)  Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp37.732.768.163,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus 

tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu 

seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:  

      a.  belanja hibah kepada pemerintah pusat;  

      b.  belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan  

      c.  belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.  

   (2)  Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 

sebesar Rp9.829.050.436,00 (sembilan miliar delapan ratus 

dua puluh sembilan juta lima puluh ribu empat ratus tiga 

puluh enam rupiah).  

   (3)  Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi 

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp27.232.437.727,00 (dua puluh tujuh miliar dua 

ratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu 

tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).  

   (4)  Anggaran hibah dana bantuan keuangan kepada partai 

politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp671.280.000,00 (enam ratus tujuh 

puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).  
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  12.  Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 20 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 20 

   (1)  Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf b direncanakan sebesar Rp188.159.431.780,00 

(seratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh 

sembilan juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus 

delapan puluh rupiah), terdiri atas:  

      a.  belanja modal tanah;  

      b.  belanja modal peralatan dan mesin;  

      c.  belanja modal gedung dan bangunan;  

      d.  belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;  

      e.  belanja modal aset tetap lainnya; dan  

      f.  belanja modal aset lainnya badan layanan umum Daerah.  

   (2)  Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

   (3)  Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp42.350.826.177,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus 

lima puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus 

tujuh puluh tujuh rupiah).  

   (4)  Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp72.666.856.250,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus 

enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu 

dua ratus lima puluh rupiah).  

   (5)  Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp71.436.670.167,00 (tujuh puluh satu miliar empat 

ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu 

seratus enam puluh tujuh rupiah).   
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   (6)  Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp1.705.079.186,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta tujuh 

puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah).  

   (7)  Anggaran belanja modal aset tetap lainnya badan layanan 

umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

    

  13.  Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 22 

   (1)  Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp42.350.826.177,00 (empat puluh dua miliar tiga 

ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu 

seratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:  

      a.  belanja modal alat besar;  

      b.  belanja modal alat angkutan;  

      c.  belanja modal alat bengkel dan alat ukur;  

      d.  belanja modal alat pertanian;  

      e.  belanja modal alat kantor dan rumah tangga;  

      f.  belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;  

      g.  belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;  

      h.  belanja modal alat laboratorium;  

      i.  belanja modal komputer;  

      j.  belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;  

      k.  belanja modal alat keselamatan kerja;  

      l.  belanja modal rambu-rambu;  

      m.  belanja modal peralatan olahraga;  
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      n.  belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional 

sekolah; dan  

      o.  belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum 

Daerah.  

   (2)  Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp2.307.013.755,00 (dua miliar tiga ratus tujuh juta tiga 

belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).  

   (3)  Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp2.758.282.591,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh 

delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus 

sembilan puluh satu rupiah).  

   (4)  Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp113.938.249,00 (seratus tiga belas juta sembilan 

ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh 

sembilan rupiah).  

   (5)  Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp106.995.250,00 (seratus enam juta sembilan ratus 

sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).  

   (6)  Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 

sebesar Rp11.784.096.044,00 (sebelas miliar tujuh ratus 

delapan puluh empat juta sembilan puluh enam ribu empat 

puluh empat rupiah).  

   (7)  Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan 

pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp1.253.164.849,00 (satu miliar dua 

ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh empat ribu 

delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).  
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   (8)  Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan 

sebesar Rp 9.818.559.378,00 (sembilan miliar delapan ratus 

delapan belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga 

ratus tujuh puluh delapan rupiah).  

   (9)  Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar 

Rp138.970.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan 

ratus tujuh puluh ribu rupiah).  

   (10)  Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 

Rp7.866.082.833,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh 

enam juta delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh 

tiga rupiah).  

   (11)  Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan dan 

pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 

direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah).  

   (12)  Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 

Rp499.851.379,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan 

juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh 

puluh sembilan rupiah).  

   (13)  Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar 

Rp365.409.104,00 (tiga ratus enam puluh lima juta empat 

ratus sembilan ribu seratus empat rupiah).  

   (14)  Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar 

Rp218.990.911,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan 

ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sebelas rupiah).  
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   (15)  Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan 

operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf n direncanakan sebesar Rp19.471.834,00 (sembilan 

belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus 

tiga puluh empat rupiah).  

   (16)  Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan 

umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o 

direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah).  

    

  14.  Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 23 

   (1)  Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp72.666.856.250,00 (tujuh puluh dua miliar enam 

ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam 

ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:  

      a.  belanja modal bangunan gedung; dan  

      b.  belanja modal tugu titik kontrol/pasti.  

   (2)  Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp72.099.578.432,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan 

puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu 

empat ratus tiga puluh dua rupiah).  

   (3)  Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan 

sebesar Rp567.277.818,00 (lima ratus enam puluh tujuh 

juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan 

belas rupiah).  

    

  15.  Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 24 diubah, 

sehingga berbunyi sebagai berikut:  
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Pasal 24 

   (1)  Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp71.436.670.167,00 (tujuh puluh 

satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus 

tujuh puluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), yang 

terdiri atas:  

      a.  belanja modal jalan dan jembatan;  

      b.  belanja modal bangunan air;  

      c.  belanja modal instalasi; dan  

      d.  belanja modal jaringan.  

   (2)  Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp37.997.253.583,00 (tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus 

sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu 

lima ratus delapan puluh tiga rupiah).  

   (3)  Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp23.378.178.556,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh 

puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima 

ratus lima puluh enam rupiah).  

   (4)  Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp638.599.480,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima 

ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan 

puluh rupiah).  

   (5)  Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp9.422.638.548,00 (sembilan miliar empat ratus dua puluh 

dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus 

empat puluh delapan rupiah).  
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  16.  Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

    

Pasal 25 

   (1)  Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 

 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.705.079.186,00 

(satu miliar tujuh ratus lima juta tujuh puluh sembilan ribu 

seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:  

      a.  belanja modal bahan perpustakaan;  

      b.  belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ 

olahraga;  

      c.  belanja modal tanaman;  

      d.  belanja modal aset tidak berwujud; dan  

      e.  belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional 

sekolah.  

   (2)  Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp244.874.486,00 (dua ratus empat puluh empat juta 

delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan 

puluh enam rupiah).  

   (3)  Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/ 

kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

   (4)  Anggaran belanja modal tanaman dimaksud dalam ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).  

   (5)  Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp1.230.814.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta 

delapan ratus empat belas ribu rupiah).  
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   (6)  Anggaran belanja modal aset tetap lainnya bantuan 

operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e direncanakan sebesar Rp229.390.700,00 (dua ratus 

dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu 

tujuh ratus rupiah).  

  

Pasal II 

  Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kota Bontang. 
 

 

  
  

 
Ditetapkan di Bontang   

 
pada tanggal  3 Februari 2022 

 
WALI KOTA BONTANG,   

  
  

 
              ttd   

  
  

             BASRI RASE  

  
  

Diundangkan di Bontang 
  

  

pada tanggal 3 Februari 2022 
  

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG, 

        

                      ttd       

   
  

AJI ERLYNAWATI  
  

  

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2022 NOMOR 1  

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 

 

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si 
NIP.197404112000031001 

 


